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Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 
mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana 
kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan 
kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt dan bagaimana tinjauan 
hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak 
terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
Data penelitian dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. 
Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana 
kekerasan, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 
kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir 
deduktif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, hakim menjatuhkan 
hukuman selama 9 (sembilan) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Negeri 
Mojokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt tentang tindak pidana kekerasan 
anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian berdasarkan fakta-
fakta hukum di persidangan karena terdakwa masih di bawah umur dan akan 
bersekolah lagi. Dalam hal ini, hakim memilih untuk menggunakan pasal 170 
ayat (2) ke 3 KUHP sebagai lex generalis dibanding pasal 80 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lex spesialis; 
kedua, sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt tersebut tidak sesuai dengan hukum pidana Islam karena 
seharusnya hakim menjatuhkan sanksi jari<mah qis{a>s bukan jari<mah ta’zi<r sebab 
terdakwa tidak melakukan ganti rugi kepada keluarga korban. Selain itu, dalam 
hal ini hakim juga kurang adil karena hanya melihat hal-hal yang meringankan 
saja, padahal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan yakni 
membuat orang lain meninggal dunia. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan Kepada 
aparat penegak hukum, terutama yang berprofesi sebagai hakim, harus 
mempertimbangkan asas lex spesialis derogat lex generalis sesuai dengan 
ketentuan pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
ada. Sebelum memutuskan perkara di Pengadilan lebih baik harus melihat fakta 
yang ada dalam persidangan secara keseluruhan agar dapat lebih bijaksana dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Para orang tua diharapkan harus lebih 
waspada dalam menjaga dan melindungi anak-anak mereka dari berbagai bentuk 
kekerasan yang menghambat pertumbuhan anak bahkan yang mengakibatkan 
kematian karena Islam sendiri sangat melarang bentuk kejahatan-kejahatan yang 
dapat menganggu kemaslahatan.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, 
yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, 
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 




Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus paling dominan dan 
banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir disetiap tempat diseluruh 
provinsi negeri ini. Hal ini menjadi sangat ironis mengingat anak yang 
seharusnya sebagai penerus bangsa mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
dekriminasi. Justru mengalami yang sebaliknya mungkin inilah yang menjadi 
salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa di atas terus 
terulang kembali dan seakan tidak berpenghujung. Karena anak merupakan 
generasi penerus bangsa serta penerus pembangunan, yaitu akan sebagai 
generasi yang dipersiapkan untuk subjek pelaksana pembangunan serta 
pemegang kendali negara di masa yang akan datang, menjadi aset berharga 
                                                          
1
 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 2. 


































yang harus dilindungi hak dan kewajibannya. Anak berhak untuk dapat 
hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan bagi pembangunan bangsa.
2
 
Pada dasarnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai 
macam tindakan maupun ancaman di sekitarnya yang dapat menimbulkan 
kerugian fisik, mental, dan sosial mengingat batasan umur kedewasaan dan 
cakap hukum menurut undang-undang. Oleh karena itu, Indonesia sebagai 
negara yang berdasarkan hukum sudah selayaknya memberi perlindungan 
hukum kepada anak atas hak-haknya, sehingga anak bisa mendapatkan 
perlindungan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tehadap 
dirinya. 
Dalam hal ini penulis akan membahas tentang kekerasan pada anak 
dimana pelaku dan korban adalah anak dalam tindak pidana kekerasan. 
Tindak pidana kekerasan terhadap anak telah diatur didalam pasal yang 
terdapat pada Undang-undang perlindungan anak.  
Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur 
tentang perlindungan anak untuk melindungi generasi penerus bangsa. 
Undang-undang perlindungan anak tersebut mengatur tentang anak yang 
berhadapan dengan hukum ataupun anak yang dihadapkan dengan hukum 
peraturan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak.  
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 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia  (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 
1.  


































Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud 
dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3
 
Mengenai batasan umur anak dalam KUHP memberikan penjelasannya 
secara eksplisit tentang pengertian anak tetapi dapat dijumpai antara lain 
dalam pasal 45 yang memakai batasan usia 16 tahun, pasal 45 KUHP 
berbunyi:  
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang 
dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh 
memerintahkannya supaya si tersalah itu dikembalikan kepada 
orangtuanya, walinya atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan 
sesuatu hukuman.” 
 
Dalam tindak pidana kekerasan diatur dalam pasal 80 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyi 
pasalnya: 
“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah).” 
 
Menurut KUHP, tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian 
diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 yang berbunyi “dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”  
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 


































Masalah yang akan penulis teliti dalam skripsi ini adalah majelis hakim 
memutus terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya pasal 170 ayat 
(2) ke-3 KUHP dengan hukuman 9 bulan penjara, sedangkan hakim kurang 
memperhatikan adanya Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang 
perlindungan anak. Hal ini bertentangan dengan adanya asas lex spesialis 
derogat lex generalis seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat (2) KUHP: 
”Apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana 
yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya 
yang khusus itulah yang dikenakan.” 
 
Dalam hukum pidana Islam, kejahatan juga disebut jarimah, yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah 
dengan hukuman h}add atau ta’zi<r.4 Kasus kekerasan terhadap anak di 
golongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang 
lain, perbuatan itu merupakan bentuk pidana penganiayaan atas selain jiwa 
atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan (َرَجْلا). Kekerasan terhadap anak 
juga merupakan suatu kejahatan, apalagi jika menimbulkan kematian bagi 
anak. Dalam firman Allah yang berbunyi: 
اَىَٗ اُ٘يُتْقَت َشْفَّىا ِٜتَّىا ًَ َّشَح ُٔ َّيىا اَّىِإ ِّقَحْىاِت  ِْۗ ٍَ َٗ َوِتُق اًٍ ُ٘يْظٍَ ْذَقَف اَْ ْيَؼَج ِٔ ِِّىَ٘ ِى اًّاَطْيُص اَيَف ْفِشْضُٝ ِٜف ِوْتَقْىا  ۖ
ُٔ َِّإ َُ اَم اًسُ٘صْ ٍَ 
 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan 
barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah 
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang 
mendapat pertolongan.”(QS. Al-Isra’ ayat 33) 
 
                                                          
4
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9. 


































Dalam hukum Islam, perbuatan kekerasan yang menyebabkan 
kematian dapat dijatuhi hukuman ta’zi<r dan qis{a>s{. Mengenai hukuman 




Berdasarkan paparan di atas, penulis akan meneliti dan menganalisis 
permasalahan tersebut lebih lanjut tentang pandangan hakim dalam 
memutus perkara tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam 
Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap 
Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi 
ini adalah: 
1. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana kekerasan yang 
dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian 
dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang 
dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian 
dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
3. Deskripsi perkara tindak pidana kekerasan berdasarkan putusan 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
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Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 282. 


































4. Tindak pidana kekerasan berdasarkan pasal 80 ayat Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
5. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak 
yang mengakibatkan kematian. 
6. Tindak pidana kekerasan berdasarkan hukum positif dan hukum pidana 
Islam. 
Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah: 
1. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana kekerasan yang 
dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian 
dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang 
dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian 
dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dalam skripsi ini penulis akan lebih memfokuskan pada beberapa 
masalah agar lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan materi dari awal 
penelitian. Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu: 
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana kekerasan 
yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan 
kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt? 


































2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana 
kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga 
mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas terhadap suatu penelitian 
terdahulu atau tentang seputar masalah yang akan diteliti sehingga akan 
terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dan kajian ini bukanlah suatu 
pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Berkaitan dengan 
tema yang diantaranya ialah: 
1. Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga.6 Skripsi ini ditulis oleh Abd. 
Roziq, tahun 2009. Dari studi kasusnya tersebut menjelaskan tentang 
faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga 
serta upaya penanggulangannya, yaitu dengan sosialisasi Undang-Undang 
perlindungan anak dan melalui pendidikan. Letak perbedaannya yaitu 
dalam skripsi ini membahas kekerasan yang dilakukan anak dengan anak 
sebaya. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas kekerasan. 
2. Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 
201/Pid.B/2009/PN.Sda.7 Skripsi ini ditulis oleh Faisol Amir, tahun 2010. 
Dari studi kasusnya membahas tentang pertimbangan hakim dalam 
                                                          
6Abd. Roziq, “Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009). 
7
Faisol Amir, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 
201/Pid.B/2009/PN.Sda” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010). 


































memberikan putusan tentang kekerasan terhadap anak. Pelakunya 
dihukum dengan pidana penjara 6 bulan ditambah denda Rp. 200.000. 
sedangkan dalam hukum Islam, tindakan kekerasan dijatuhi hukuman 
berupa ta’zir. Letak perbedaannya yaitu majelis hakim memutus terdakwa 
dengan hanya mempertimbangkan adanya pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP 
dengan hukuman 9 bulan penjara, sementara hakim tidak 
mempertimbangkan adanya undang-undang perlindungan anak. Letak 
persamaannya yaitu dalam hukum Islam, tindakan kekerasan dijatuhi 
hukuman berupa ta’zir. 
3. Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesulitan 
Belajar Anak di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo.8Skripsi ini 
ditulis oleh Noer Chasanah, tahun 2007. Dari studi kasusnya membahas 
dampak psikis anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Letak 
perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas kekerasan yang dilakukan 
anak dengan anak sebaya. Letak persamaannya yaitu sama-sama 
membahas kekerasan. 
4. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang 
Mengakibatkan Meninggal Dunia: Studi Putusan Nomor 
163/Pid.Sus/2015/Pn.Lbh.9 Skripsi ini ditulis oleh Diana Zahroh, tahun 
2016. Dari studi kasusnya membahas tentang pelaku sengaja menikam 
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 Noer Chasanah, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesulitan 
Belajar Anak di Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 
Surabaya, 2007). 
9
 Diana Zahroh, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang 
Mengakibatkan Meninggal Dunia: Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/Pn.Lbh” (Skripsi--
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016). 


































korban tetapi tidak berniat untuk membunuhnya. Letak perbedaannya 
yaitu dalam skripsi ini membahas kekerasan yang dilakukan anak dengan 
anak sebaya. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas kekerasan. 
5. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Perspektif Fiqh Jina>yah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo 
Nomor: 65/Pid.B/2012/PN.SDA.10 Skripsi ini ditulis oleh Dian 
Rachmawati, tahun 2014. Skripsi tersebut membahas mengenai hukuman 
yang dilakukan oleh hakim  dalam memutus perkara dengan menerapkan 
Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara 6 
(enam) bulan, sedangkan dalam hukum Islam dikenakan hukuman diya>t 
sebesar 33 ekor unta. 
Dari paparan di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan 
dalam skripsi ini berbeda dengan beberapa pembahasan skripsi diatas. Dalam 
skripsi ini penulis lebih memfokuskan menganalisis terhadap putusan hakim 
dalam memberikan sanksi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh 
terdakwa anak dan korban anak yang mengakibatkan kematian dalam 
Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. Dalam putusan yang akan penulis 
analisis, penulis lebih memfokuskan terhadap dasar pertimbangan hukum 
hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP 
                                                          
10
 Dian Rachmawati, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif 
Fiqh Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.65/Pid.B/2012/PN.Sda” (Skripsi--
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 


































dibanding menerapkan asas lex spesialis derogat lex generalis dalam pasal 80 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi 
terdahulu yaitu skripsi ini membahas mengenai yang menjadi korban adalah 
anak yang seharusnya diberikan perlindungan khusus sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama 
membahas tentang kasus tindak pidana kekerasan. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 
melalui penelitian yang dilakukannya.
11
 Berdasarkan Rumusan Masalah yang 
ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut: 
1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana 
kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga 
mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana 
kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: 
Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), 8. 


































F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Penulis berharap dapat memberi manfaat dan kegunaan dalam setiap 
penelitian ini, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu: 
1. Aspek Keilmuan (Teoritis) 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu 
hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas 
cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam. 
2. Aspek Terapan (Praktis) 
Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat menjadi bahan acuan 
dan referensi kepada pembaca supaya dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran bagi hakim yang menangani perkara pidana kekerasan anak 
supaya dapat tercipta kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula 
keadilan dan kemanfaatan hukum. 
 
G. Definisi Operasional 
Penulis akan memperjelas maksud dari judul skripsi ini supaya 
menghindari adanya kesalahpahaman pembaca dalam memehamai penelitian 
ini serta memudahkan pembaca untuk menelaah penelitian ini. 
Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 
Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga 
Mengakibatkan Kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 


































untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman 
serta menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman mengenai skripsi 
ini, maka perlu adanya pembatasan dan penjelasan mengenai istilah pokok 
yang menjadi pokok pembahasan dalam judul penelitian ini. 
1. Hukum pidana Islam disebut dengan fikih jina<yah yaitu ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ada nash dan ketentuannya yang 
apabila kita langgar akan mendapatkan hukuman atau jari<mah, dan di 
skripsi ini berisikan jari<mah yang termasuk kekerasan dengan 
hukumannya ta’zi<r dan qis{a>s{. 
2. Sanksi, dalam penelitian ini penjatuhan sanksi berpedoman dari KUHP 
pasal 170 ayat (2) ke-3 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
3. Tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan oleh Iswantoro bin Sumarto 
kepada Viky Pratama sebagai korban hingga mengakibatkan meninggal 
dunia.  
 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karean itu, penelitian 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, 
dan konsisten.
12
 Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah putusan 
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt yang 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 17. 


































berkaitan degan masalah sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak 
terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian.  
1. Data yang Dihimpun 
a. Putusan Pengadilan Negeri Mojokero Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
yang berkaitan dengan masalah kekerasan. 
b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto 
Nomor45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. yang berkaitan dengan masalah. 
c. Pandangan Hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri 
Mojokerto Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. yang berkaitan dengan 
masalah kekerasan. 
d. Data tentang tindak pidana kekerasan. 
2. Sumber Data 
a. Sumber primer, yaitu: sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya meliputi 
wawancara Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, Direktori putusan 
Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
b. Sumber sekunder, yaitu: data yang digunakan peneliti sebagai 
dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang 
diperoleh dari buku-buku-buku teks, jurnal hukum, kamus-kamus 
hukum, dokumentasi, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan 
lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, antara lain: 


































1) R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2016. 
2) Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, 
Jakarta: Rajawali Pers, 2011.  
3) Mustofa Hasan, Huikum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Bandung: 
Pustaka Setia, 2013. 
4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni dengan wawancara Humas 
Pengadilan Negeri Mojokerto dan Studi dokumen putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia metode pengumpulan data yang dilakukan 
yaitu membaca, menelaah, meneliti, dan menganalisis data. 
Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan 
teori yang berupa data yang berhubungan dengan tinjauan hukum pidana 
Islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap 
anak sebaya hingga mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
4. Teknik Pengolahan Data 
Dalam proses penulisan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan 
serta mendiskripsikan semua data yang didapat dengan proses dibawah 
ini:  


































a. Editing, yaitu tahapan dalam meneliti atau memeriksa kembali 
Direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mojokerto 
Nomor: 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt yang digunakan dalam skripsi ini 
terutama pada kebenaran data, kejelasan makna, kesesuaian dan 
keterkaitan data antara yang satu dan yang lain.  
b. Classifying (klasifikasi), teknik classifying (klasifikasi) adalah 
penyusunan data yang dilakukan secara berurutan. seperti halnya: 
Peraturan dalam perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan buku 
ataupun karya tulis terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik yang 
dilakukan dalam lingkup rumah tangga. 
c. Conclusion (kesimpulan), teknik conclusion (kesimpulan) adalah 
gambaran yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan 
Pengadilan Negeri Nomor: 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt dengan cara 
menganalisis menurut tinjauan hukum pidana Islam dan hukum posisif  
melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar 
dapat menjawab rumusan masalah.
13
 
5. Teknik Analisis Data 
Metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini. Teori-teori bersifat umum dengan 
mengemukakan mengenai tindak pidana kekerasan, serta pendapat dari 
beberapa ahli hukum yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang 
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 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika,1996),72. 


































bersifat khusus tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 
kematian menggunakan analisis hukum pidana Islam.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
Dalam menyusun penelitian ini diperlukan sistematika pembahasan yang 
bertujuan agar dalam penyusunan penelitian ini terarah sesuai masalah yang 
akan diteliti dan mempermudah masalah yang akan dibahas, dalam 
penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab tersebut pembahasan 
yang akan dibahas akan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 
Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yaitu merupakan gambaran 
umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang 
konsep umum kekerasan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. 
Dalam bab ini memaparkan tentang pengertian anak di bawah umur, 
pengertian tindak pidana atau jari<mah kekerasan, penjelasan mengenai 
penjatuhan hukuman ta’zi<r dan qis{a>s{. serta sanksinya jari<mah kekerasan 
dalam hukum pidana Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 


































Bab ketiga berisi tentang deskripsi singkat Pengadilan Negeri 
Mojokerto, Deskripsi kasus tentang sanksi pidana kekerasan anak terhadap 
anak sebaya hingga mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor: 
45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt), pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan 
Negeri Nomor: 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt, dan amar putusan Pengadilan 
Negeri Nomor: 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt. 
Bab keempat merupakan analisis masalah yang ada pada bab tiga 
berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang sanksi hukuman 
dalam perkara kekerasan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan 
kematian.  
Bab kelima adalah bab terakhir berupa kesimpulan, yang merupakan 
jawaban dari rumusan masalah, dan saran yang berguna untuk kemajuan ilmu 
hukum 

































KONSEP UMUM SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP 
ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 
 
A. Tindak Pidana Kekerasan dalam Hukum Positif 
1. Pengertian Anak Di bawah Umur 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
menjelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan belas tahun), termasuk anak di dalam kandungan.
1
 Jika 
melihat pengertian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan 
bahwa anak (janin) di dalam kandungan sudah dapat dikategorikan 
sebagai anak yang wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai macam 
tindak kriminal. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai 
penduduk yang berusia antara 0 samapai dengan 18 tahun, hal ini 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan 
sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan 
kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang 
melampaui usia 18 tahun. Sedangkan dalam pasal 45 yang memakai 
batasan usia 16 tahun, pasal 45 KUHP berbunyi:  
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang 
dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh 
memerintahkannya supaya si tersalah itu dikembalikan kepada 
orangtuanya, walinya atau pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan 
sesuatu hukuman.” 
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 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 


































Anak adalah karunia Allah Swt yang harus dijaga dan dilindungi, 
seeorang yang harus mendapatkan perlindungan karena ia masih sangat 
lemah dan belum mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya. 
Berbicara tentang pengertian anak berkaitan erat dengan batasan usia 
seseorang yang disebut sebagai anak. Terdapat perbedaan dalam 
memberikan batasan usia seorang anak yang membatasi 18 (delapan 
belas) tahun. Menurut The Minimum Age Convention nomor 138, 
pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke 
bawah. 
2. Tindak Pidana Kekerasan  
Secara yuridis, yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak 
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya 
saja dalam bab IX pasal 89 KUHP menyebut bahwa membuat orang 
pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai 




Konrad Lorenz (1966) dan Robert Ardrey (1963) berpendapat bahwa 
manusia mempunyai “naluri membunuh”, kecenderungan alami terhadap 
kekerasan dan agresi.
3
 Sebagai contoh kekerasan pada zaman dahulu 
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 Made Darma Weda, Kriminologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 108. 
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Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal (Jakarta: 
Kencana, 2013), 298.  


































apabila seorang guru memukul atau menghukum muridnya baik itu 
ditempar atau memberikan teguran terhadap muridnya, mungkin cara 
yang digunakan oleh guru tersebut diperbolehkan karena dengan alasan 
mendidik, untuk sekarang dengan berkembangnya zaman dan teknologi 
banyak orangtua murid menyalahkan guru. 
Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran 
adalah semua bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun 
emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau 
eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun 
potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh 
kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks 
hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara 
pengertian menurut Undang-Undang perlindungan anak yang dimaksud 
kekerasan terhadap anak adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik 
maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, 
ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
4
 Tindak kekerasan adalah 
semua tindakan yang melawan hukum yang berupa tindakan yang 
membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan dan atau 
anggota badan manusia. Kekerasan terhadap anak merujuk pada 
perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, danatau penelantaran, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 
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Iin Sri Herlina, “Definisi Kekerasan Terhadap Anak”, dalam http://iin-
green.web.id/2010/05/08definisi-kekerasan-terhadap-anak/, diakses pada 13 desember 2018. 


































kemerdekaan secara melawan hukum.
5
 Istilah kekerasan juga berkonotasi 
kecenderungan agresif untuk perilaku yang merusak dan untuk 
menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan 
terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun 
secara psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Pelanggaran 
terhadap hak anak dewasa ini semakin tak terkendali dan megkhawatirkan 
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tantangan dan penderitaan 
yang dialami anak-anak masih belum berakhir. Kekerasan terhadap anak, 
baik secara fisik, psikis, dan seksual, masih menjadi fakta dan tidak 
tersembunyikan lagi. Karenanya, tidak tepat jika kekerasan terhadap anak 
dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak 
boleh diintervensi oleh masyarakat umum. 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan 
Kejahatan kekerasan dalam KUHP diatur dalam pasal 170. Unsur-
unsur dari pasal tersebut, yaitu: 
a. Barang siapa 
Zij atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana 
sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP itu 
adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil 
bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-
barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi 
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 Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 


































ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan 
seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah 
mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan 
seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah 
gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan 
terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya 




Tindak kekerasan dalam pasal 170 KUHP tidak memberikan suatu 
pembatasan tentang arti dari kata openlijk geweld atau kekerasan yang 
dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal 
tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama 




c. Dengan tenaga bersama 
Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-
dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan 
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R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidan Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal  (Bogor: Politeia, 1991), 147. 


































d. Menggunakan kekerasan 
Menggunakan kekerasan dalam pasal ini artinya mempergunakan 
tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, 
misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya.
9
 
e. Terhadap orang atau barang 
Kekerasan itu harus ditujukan terhadap orang atau barang. Hewan 
atau binatang masuk pula dalam pengertian barang, pasal ini tidak 
membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan 
orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, 
meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri 
atau barangnya sendiri sebagai tujuan kalau sebagai alat atau daya 
upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
10
 
4. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan  
Tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan kematian diatur di 
dalam KUHP dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 yang berbunyi: 
“Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan 
mengakibatkan maut: Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.”11 
 
Tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam undang-undang 
khusus diluar KUHP sebagai aturan khusus atau Lex Spesialis yaitu pada 
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pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang berbunyi: 
“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah).” 
 
Kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga termasuk 
tindak pidana yang diatur diatur diluar KUHP. Tindak pidana tersebut 
merupakan delik yang khusus, sebagaimana peraturan dalam tindak 
pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 44 ayat 
(#3) berbunyi: 
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak 
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).” 
 
Menurut KUHP dalam pasal 170 ayat (2) ke-3, pelaku tindak pidana 
kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Sedangkan menurut pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan diancam dengan 
hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 







































B. Tindak Pidana dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Jari<mah 
Menurut bahasa kata jari<mah berasal dari kata “jarama” kemudian 
menjadi bentuk masdar “jaramatan” yang artinya perbuatan dosa, 
perbuatan salah atau kejahatan. Pelaku jari<mah dinamakan dengan 
“jarim”, dan yang dapat dikenakan dalam perbuatan  tersebut adalah 
“mujarram alaih”.12 Para fuqaha’ sering menggunakan kata jina<yah untuk 
jari<mah. Mereka mengartikan jina<yah dengan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa dan 
lainnya. Selain itu terdapat beberapa fuqaha’ yang membatasi kata 
jari<mah pada jari<mah h{udu>d, dengan mengsampingkan perbedaan 
pemakaian kata jina<yah dan jari<mah, sehingga dapat dikatakan kedua 
istilah tersebut mempunyai makna yang sama. 
Menurut istilah fuqaha’ yang dimaksud dengan jari<mah ialah segala 
perilaku yang dilarang oleh syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau 
meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah berupa 
hukuman h}add atau ta’zi<r.13 Pengertian jari<mah berarti perbuatan, 




Suatu hukuman diberikan dalam masyarakat supaya tidak terjadi 
pelanggaran, karena jika hanya diberikan larangan-larangan saja itu tidak 
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cukup. Hukuman bukanlah sebuah kebaikan yang akan didapat bagi si 
pelaku tetapi dapat dikatakan sebagai kerusakan. Namun jika hukuman 
diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu sangat diperlukan karena 
dapat membuat ketentraman didalam masyarakat, karena dasar dari 
jari<mah itu sendiri adalah memelihara kepentingan bersama atau 
masyarakat. Dari paparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
yang dinamakan jari<mah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam 
syara’ dengan hukuman h}add dan ta’zi<r, jika perintah atau larangan itu 
tidak diancam dengan hukuman maka itu bukan dinamakan dengan 
jari<mah. 
2. Unsur-unsur Jari<mah 
Suatu perbuatan dapat dikatakan jari<mah apabila syarat dan rukun 
jari<mah dikategorikan menjadi dua, yang pertama: rukun umum, artinya 
unsur-unsur yang wajib dipenuhi pada setiap jari<mah. Kedua: unsur 
khusus, artinya unsur-unsur yang terpenuhi pada jenis jari<mah tertentu. 
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur jari<mah diantaranya: 
a. Unsur formil (adanya undang-undang/nash), artinya setiap perbuatan 
tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana 
kecuali adanya nash/undang-undang yang mengaturnya. Dalam 
hukum positif masalah ini dikenal sebagai asas legalitas, yaitu suatu 
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat 
diberi sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangnya. Dalam 


































syariat Islam lebih dikenal dengan istilah ْٜ ِػْشَشْىا ُِ ْمُشْىا, kaidah yang 
mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang melanggar 
hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya nash”. 
Kaidah ini juga menyebutkan “tiada hukum mukallaf sebelum adanya 
nash.” 
b. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya adanya tindak 
perbuatan seorang yang membentuk jari<mah, baik dengan sikap 
berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum 
pidana Islam disebut dengan ْٛ ِداَ ْىا ُِ ْمُشْىا. 
c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku jari<mah adalah 
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap 
jari<mah yang dilakukannya. Dalam syari’at Islam unsur moril disebut 
dengan unsur ْٜ ِتَدَاْىا ُِ ْمُشْىا, yaitu orang yang melakukan tindak pidana 
dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, 
bukan anak-anak, bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri. 
Unsur-unsur umum diatas hanya dikemukakan untuk mempermudah 
dalam mengkaji persoalan-persoalan dalam hukum pidana Islam dari sisi 
kapan peristiwa pidana terjadi. 
Unsur khusus adalah unsur yang haknya terdapat pada peristiwa 
pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jari<mah yang 
satu dengan jenis jari<mah lainnya. Misalnya pada jari<mah pencurian harus 
terpenuhi unsur perbuatan dan benda yang dicuri, perbuatan itu dikatakan 
sembunyi-sembunyi, benda itu dimiliki seseorang secara sempurna dan 


































benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang 
berkaitan dengan benda, bahwa pada benda itu berupa harta ada pada 
tempat penyimpanan dan sudah ada 1 (satu) nasab. Unsur yang khusus 
bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jari<mah.15 
3. Pengertian Jari<mah Ta’zi<r 
Ta’zi<r adalah bentuk mashdar dari  َسَزَػ– ُسِزْؼَٝ  kata yang secara 
etimologis berarti menolak dan mencegah.
16 Kata ini juga memiliki arti 
menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah berikut: 
اٍُِْ٘ ْؤُتِى ِٔ َّيىاِت ِٔ ِىُ٘صَسَٗ ُُٓٗسِّزَؼُتَٗ ُُٓٗشِّقَ٘ ُتَٗ ُُٓ٘حِّثَضُتَٗ ًجَشْنُت اًيِٞصَأَٗ 
“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-
Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Al-Fath: 9) 
 
Dalam tindak pidana ta’zi<r dapat diancam dengan satu atau beberapa 
hukuman ta’zi<r. Yang dimaksud dengan hukuman ta’zi<r adalah ta’dib, 
yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Dalam hukum Islam hanya 
menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang 
paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih 
hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta’zi<r serta keadaan si 
pelaku. 
Jari<mah ta’zi<r sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim  
untuk menentukan kadar hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan 
kepentingan yang ada di dalam masyarakat dan tidak boleh bertentangan 
dengan nash-nash (ketentuan syara’) dan prinsip umum. Dengan maksud 
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apabila para penguasa atau hakim menghadapi suatu masalah yang terjadi 
didalam masyarakat yang sifatnya mendadak.
17
 Dalam hal ini, penguasa 
atau hakim mempunyai kewenangan dalam memberikan beberapa macam 
hukuman dalam jari<mah ta’zi<r untuk pelaku yang melakukan tindak 
pidana sesuai dengan pertimbangannya sebab dalam tindak pidana ta’zi<r 
banyak macam-macam hukuman. Jadi dapat disimpulkan, bahwa ta’zi<r 
dikenal dengan istilah hukuman tertinggi dan terendah. Istilah itu dikenal 
dalam jari<mah h{udu>d, qis{a>s{, diya>t.18 
Penguasa atau hakim memiliki hak penuh dalam memutuskan 
hukuman dalam jari<mah ta’zi<r sebab dalam ta’zi<r sendiri belum 
ditetapkan oleh syara’.19 Jadi secara ringkas dapat disimpulkan yaitu 
hukuman ta’zi<r adalah penentuan hukuman terkait penentuan ataupun 
pelaksanaanya ditetapkan oleh ulil amri atau penguasa dan hukumannya 
belum ditentukan di dalam syara’. Dalam hal ini hakim atau penguasa 
dapat menentukan suatu hukuman secara global saja. Sebab untuk 
masing-masing jari<mah ta’zi<r tidak ditetapkan di dalam undang-undang 
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4. Macam-macam Sanksi Jari<mah Ta’zi<r 
a. Sanksi jari<mah ta’zi<r yang berkaitan dengan badan 
Sanksi jari<mah ta’zi<r yang berkaitan dengan badan, dibagi 
menjadi dua, yaitu: 
1) Hukuman mati 
Dalam jari<mah ta’zi<r hukuman mati ini diterapkan oleh para 
fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil al-
amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta’zi<r dalam 
jari<mah-jari<mah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati 
apabila jari<mah itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya 
melakukan perbuatan mencuri yang dilakukan secara berulang-
ulang dan orang kafir dzimmi yang menghina Nabi beberapa kali, 
meskipun setelah ia masuk Islam.
21
 Sanksi tertinggi dalam 
jari<mah ta’zi<r adalah hukuman mati menurut sebagian Hanabilah 
dan kalangan Malikiyah. Menurutnya sanksi tersebut dijatuhkan 
untuk mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka 
bumi. Sedangkan menurut sebagian Syafi’iyah hukuman mati 
dibolehkan, seperti dalam kasus homoseks dan penyebaran 
aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur’an dan as-
Sunnah. 
Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi 
ta’zi<r dalam hukuman mati ditetapkan sebagai sanksi tertinggi 
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apabila sanksi h{udu>d tidak lagi memberi pengaruh bagi pelaku 
jari<mah yang melakukan perbuatan kejahatan yang berkaitan 
dengan keamanan, jiwa, dan ketertiban bagi masyarakat.
22
 
2) Hukuman cambuk 
Dalam jari<mah ta’zi<r, hakim diberikan kewenangan untuk 
menetapkan jumalh cambukan disesuaikan dengan kondisi 
pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Adapun sifat dari hukuman 
cambuk dalam jari<mah ta’zi<r adalah untuk memberikan pelajaran 
(pendidikan) agar tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut 
dilain hari. Apabila pelaku kejahatan tersebut laki-laki, baju yang 
dipakai harus dibuka jika cambuk sampai ke kulit. Sedangkan, 
apabila pelaku kejatan tersebut adalah perempuan, harus 
menggunakan pakaian, supaya tidak terlihat auratnya. Hukuman 
cambuk tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan farji tetapi 
harus diarahkan ke punggung. Hal ini dikhawatirkan dapat 
menyebabkan pelaku cacat atau bahkan bisa meninggal dunia.
23
 
b. Sanksi jari<mah ta’zi<r yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
Dalam sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
dibagi menjadi dua yaitu: 
1) Hukuman penjara 
Mengenai batas maksimal untuk hukuman ini tidak ada 
kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi’iyah, batas 
                                                          
22
Nurul Irfan, Fiqh Jinayah . . ., 149 
23
Ibid., 151-152. 


































maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskannya pada 
hukuman pengasingan h}add zina yang lamanya satu tahun dan 
hukuman ta’zi<r  tidak boleh melebihi hukuman h}add. Akan 
tetapi, tidak semua ulama Syafi’iyah menyepakati pendapat 
tersebut. Jadi, hakim dalam memutus hukuman dengan 
memperhatikan kondisi jari<mah, pelaku, tempat, waktu, dan 
situasi ketika jari<mah itu terjadi serta tidak ada batas maksimal 
yang dapat dijadikan pedoman dalam hukuman ini.
24
 
Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan 
berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau 
bertaubat. Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum 
bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan 
lembaga permasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi 
terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. 
Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia 
memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.
25
 
Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep 
hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa 
penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa 
Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu 
dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara 
daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan 







































di lembaga permasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, 
ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum 
(narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih mereka dengan 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena membawa 
kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.
26
 
Adapun mengenai administrasi lembaga permasyarakatan, 
seharusnya diatur dengan baik terkait biaya pelaksanaan 
hukuman, seperti kebutuhan primer, sekunder, serta pengobatan 
bagi para narapidana menjadi tanggungjawab baitul ma>l (negara). 
2) Hukuman pengasingan 
Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang 
diterapkan untuk perampok. Hal ini didasarkan pada Surah al-
Maidah ayat 33: 
 ُءا َز َج اَ َّ ِإ ا ًدا َض َف ِض ْس َؤ ْى ا ٜ ِف َُ ْ٘ َؼ ْض َٝ َٗ  ُٔ َى٘ ُص َس َٗ  َٔ َّي ى ا َُ ٘ ُت ِسا َح ُٝ  َِ ٝ ِز َّى ا
 ا ْ٘ َف ْ ُٝ  ْٗ َأ  ٍفا َي ِخ ِْ ٍِ  ٌْ ُٖ ُي ُج ْس َأ َٗ  ٌْ ِٖ ٝ ِذ ْٝ َأ  َغَّط َق ُت ْٗ َأ  ا٘ ُث َّي َصُٝ  ْٗ َأ  ا٘ ُيَّت َق ُٝ  ُْ َأ
آ ْى ا ٜ ِف ٌْ ُٖ َى َٗ  ۖ  ا َٞ ّْ ُّذىا ٜ ِف ٌٛ ْز ِخ ٌْ ُٖ َى  َل ِى َٰ َر  ۚ  ِض ْس َؤ ْى ا َِ ٌٍِ ٞ ِظ َػ ٌبا َز َػ ِج َش ِخ 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 
muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, 
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang 
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di 
dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” 
 
Hukuman pengasingan merupakan hukuman h}add, namun 
dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai 
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hukuman ta’zi<r. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada 
pelaku jari<mah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh 
buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, 
mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.
27
 
Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan 
di kalangan fuqaha. Namun demikian, mereka berpendapat 
sebagai berikut: 
a) Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak 
boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa 
pengasingan jari<mah zina yang merupakan hukuman h}add. 
b) Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih 
dari satu tahun, sebab ini merupakan hukuman ta’zi<r, bukan 
hukuamn h}add. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam 
Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas 




5. Pengertian Jari<mah Qis{a>s{ 
Secara bahasa, qis{a>s{ artinya mengikuti dan menelusuri jejak kaki. 
Arti qis{a>s{ secara terminologi dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu 
menjatuhkan sebuah hukuman (sanksi) kepada pelaku yang sama seperti 
yang dilakukannya terhadap korban. Dalam Al-Mu’jam Al-Waith qis{a>s{ 
diartikan penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan sama persis yang 
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dilakukan pelaku kepada korban seperti, nyawa dengan nyawa dan 
anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh, dengan demikian qis{a>s{ 
adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sama persis 
dengan tindakan pidana yang dilakukan terhadap korban. 
29
 
Dasar hukuman qis{a>s{ untuk pembunuhan telah diatur dalam al-Quran, 
yaitu: 
ْىاَٗ  ِذْثَؼْىاِت ُذْثَؼْىاَٗ  ِّشُحْىاِت ُّشُحْىا ۖ َٚيْتَقْىا ِٜف ُصاَصِقْىا ٌُ ُنْٞ َيَػ َةِتُم اٍَُْ٘ آ َِ ِٝزَّىا اَٖ َُّأ اَٝ ِْ َ َف ۚ ََّْٰٚ ُؤْىاِت ََّْٰٚ ُؤ
ٌءاَدَأَٗ  ِفُٗشْؼَ ْىاِت ٌعاَثِّتاَف ٌءْٜ َش ِٔ ِٞخَأ ِْ ٍِ  ُٔ َى َٜ ِفُػ  ِ َ َف ۗ ٌحَ ْحَسَٗ  ٌْ ُنِّتَس ِْ ٍِ  ٌفِٞفْخَت َلِىََٰر ۗ ٍُ اَضْحِئِت ِٔ ْٞ َىِإ
ٌ ِٞىَأ ٌباَزَػ ُٔ َيَف َلِىََٰر َذْؼَت ََٰٙذَتْػا 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. 
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi 
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” 
(QS Al-Baqarah: 178). 
 
Jari<mah qis{a>s{ dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang 
dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan 
anggota badan dengan sengaja, oleh karena itu, bentuk jari<mah yaitu 
penganiayaan sengaja. Sedangkan qis{a>s{ atas selain jiwa disengaja adalah 
suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan luka 
dan hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. 
Hukuman qis{a>s{ dianggap sebagai hukuman terbaik sebab 
mencerminkan keadilan. Pelaku tindak pidana qis{a>s{ mendapatkan 
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hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya 
terhadap orang lain. Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai peringatan 
untuk pelaku apabila melakukan perbuatannya dilain hari jika dia 
mengingat hukumannya sama yang akan dia dapat nantinya.  
Penerapan qis{a>s{ dalam kasus tindak pidana penganiayaan harus 
memenuhi beberapa syarat, antara lain: 
a. Baligh 
b. Pelaku berakal 
c. Pelaku tidak ada hubungan darah dengan korban. 
d. Adanya kafaah (kesetaraan) antara korban dan pelaku. Seperti kafir 
dan budak.  
e. Korban status sosialnya tidak dibawah pelaku, seperti budak dan 
kafir. 
f. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan (kemulusan).30 
Jari<mah qis{a>s{ ialah mengambil pembalasan yang sama. Qis{a>s{ itu 
tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris 
yang terbunuh yaitu dengan membayar diya<t (ganti rugi). Pembayaran 
diya<t diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang 
membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, 
yaitu dengan tidak menangguh-nangguhkannya. 
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6. Syarat-syarat Jari<mah Qis{a>s{ 
Untuk melaksanakan hukuman qis{a>s{ perlu adanya syarat-syarat yang 
harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk 
pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya 
dan wali dari korban.
31
 Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
a. Syarat-syarat pelaku (pembunuh) 
Menurut Ahmad Wardi Muslich adalah ada syarat yang harus 
terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman 
qis{a>s{. Syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan 
berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku 
(pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.
32
 
b. Korban (yang dibunuh) 
Untuk dapat diterapkannya hukuman qis{a>s{ kepada pelaku harus 
memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat 
tersebut adalah korban harus orang-orang yang ma’shum ad-dam 
artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara 
Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak 
ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku 
denagn korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat 
dalam keseimbangan ini). 
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c. Perbuatan pembunuhannya 
Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus 
perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Apabila 
perbuatannya tidak langsung maka hukumannya bukan qis{a>s{ melainkan 
diya<t. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan 
hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga 
dapat dikenakan hukuman qis{a>s{ 
d. Wali (keluarga) dari korban 
Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban 
tidak diketahui keberadaannya maka qis{a>s{ tidak bisa dilaksanakan. 
Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini. 
7. Macam-macam Jari<mah Qis{a>s{ 
Dalam fiqh jinayah, qis{a>s{ ada dua macam, yaitu sebagai berikut:  
a. Qis{a>s{ karena melakukan jari<mah pembunuhan. 
b. Qis{a>s{ karena melakukan jari<mah penganiayaan, 
Sanksi hukum qis{a>s{ yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan 
sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut: 
اَٝ اَٖ َُّأ َِ ِٝزَّىا اٍَُْ٘ آ َةِتُم ٌُ ُنْٞ َيَػ ُصاَصِقْىا ِٜف َٚيْتَقْىا  ُّۖشُحْىا ِّشُحْىاِت ُذْثَؼْىاَٗ ِذْثَؼْىاِت ََّْٰٚ ُؤْىاَٗ ََّْٰٚ ُؤْىاِت  ِْۚ َ َف 
َٜ ِفُػ ُٔ َى ِْ ٍِ ِٔ ِٞخَأ ٌءْٜ َش ٌعاَثِّتاَف ِفُٗشْؼَ ْىاِت ٌءاَدَأَٗ ِٔ ْٞ َىِإ ٍُ اَضْحِئِت  َۗلِىََٰر ٌفِٞفْخَت ِْ ٍِ ٌْ ُنِّتَس ٌحَ ْحَسَٗ  ِۗ َ َف 
ََٰٙذَتْػا َذْؼَت َلِىََٰر ُٔ َيَف ٌباَزَػ ٌ ِٞىَأ 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. 
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi 


































maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” 
(QS Al-Baqarah: 178). 
 
Ayat ini berisi tentang hukuman qis{a>s{ bagi pembunuh yang 
melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak 
memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, 
maka sanksi qis{a>s{ tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diya<t. 
Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan 
pasti diancam sanksi qis{a>s{. Segala sesuatunya harus diteliti secara 
mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika 
melakukan jari<mah pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan jari<mah 
pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:
33
 
a. Pembunuhan sengaja. 
b. Pembunuhan semi-sengaja. 
c. Pembunuhan tersalah. 
Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi 
hukuman qis{a>s{ hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis 
pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qis{a>s{ ini tidak 
hanya berdasarkan Alquran, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para 
sahabat.  Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumnya 
berupa diya<t. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh 
pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa diya<t.34 
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8. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Qis{a>s{ 
Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, 
tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang 
dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut 
memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-
sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah: 
35
 
a. Meninggalnya pelaku tindak pidana. 
b. Hilangnya tempat melakukan qis{a>s{. 
c. Tobatnya pelaku tindak pidana 
d. Perdamaian. 
e. Pengampunan. 
f. Diwarisnya qis{a>s{. 
g. Kadaluarsa (al-taqdum). 
9. Diya>t 
Diya>t merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan tersalah, 
namun memiliki ketentuan yang berbeda dengan pembunuhan sengaja dan 
pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu berupa seratus ekor unta yang 
terdiri dari 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 
1-2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2-3 tahun, 20 ekor unta hiqqah (umur 
3-4 tahun) dan 20 ekor unta jadzaah (umur 4-5 tahun).36 
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TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO. 
45/PID.SUS/2014/PN.MKT TENTANG KEKERASAN ANAK YANG 
MENYEBABKAN KEMATIAN  
 
A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Mojokerto  
Pengadilan Negeri Mojokerto terletak di Jalan R.A. Basuni No.11, 
Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Mojokerto meliputi: Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan 
yang meliputi 18 Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 
18 Kecamatan yang meliputi 5 kelurahan dan 299 Desa. 
Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Sebelah 
Utara: berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan. 
Sebelah Selatan: berbatasan dengan wilayah hukum PN Malang. Sebelah 
Timur: berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan. 
Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah hukum PN Jombang. 
 
B. Deskripsi Putusan  
1. Identitas Pihak 
Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili 
perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, 
menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Iswantoro alias Bois Bin 
Sumarto, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Mojokerto 
berusia 17 tahun. Terdakwa tinggal di Dusun Wonokerto RT.02 RW.05 


































Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, beragama Islam dan sehari-
harinya bekerja sebagai pelajar.
1
 
2. Kronologi Kasus 
Berawal pada hari Jum’at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 
WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Mei tahun 
2013, bertempat di Jalan Raya depan Makam Cina, Desa Awang-awang 
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau setidak-tidaknya pada 
suatut tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Mojokerto, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggal 
dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa. 
Peristiwa bermula dari saat korban Viky Pratama yang 
berboncengan dengan saksi Luke Suliatin mengendarai sepeda motor 
Honda Beat warna hitam Nomor Polisi S 6375 NO, lewat di depan 
terdakwa, saksi Moch. Sholihudin Bin Moch. Yahya Sumarto, Saksi Edi 
Sumaryanto, saksi Moch. David , Saksi Moch. Samsudin dan saksi M. 
Yuda Fanani yang ketika itu sedang berkumpul di pinggir jalan, korban 
Viky Pratama memainkan gas motor yang dikendarainya saat lewat 
(dibleyer), sehingga mengakibatkan terdakwa bersama saksi Moch. 
Sholihudin bin Moch. Yahya Sumarto emosi dan mengejar korban Viky 
Pratama dan saksi Luke Suliatin dengan berboncengan menggunakan 
sepeda motor Supra X warna putih merah Nomor Polisi N 6702TO, 
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sesampai di Jalan Raya depan Makam Cina, Desa Awang-awang 
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terdakwa yang dibonceng 
oleh saksi Moch. Sholihudin Bin Moch. Yahya Sumarto menendang 
paha kanan saksi Luke Suliatin yang dibonceng oleh korban Viky 
Pratama hingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai korban 
Viky Pratama bersama saksi Luke Suliatin oleng terjatuh yang 




Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti 
tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam 
membuktikan bahwa perkara itu masuk pidana atau tidak maka 
diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP menjelaskan 
bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang 
terjadi dalm kasus ini selama proses persidangan secara berurut antara 
lain:   
a. Keterangan saksi-saksi 
1) Saksi Edi Sumariyanto 
Saksi menyatakan dipersidangan dibawah sumpah yang pada 
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa pada 
hari Jum’at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 WIB telah 
terjadi meninggalnya anak saksi akibat tindak pidana kekerasan. 
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Saksi tidak kenal dengan terdakwa tersebut. Bahwa yang 
menjadi korban adalah anaknya yang bernama Viky Hendra 
Kusuma. Saat kejadian mendapat telpon dari istrinya yang 
mengabarkan bahwa Viky kecelakaan di jalan raya depan makam 
cina. Saksi langsung datang ke lokasi dan korban dalam keadaan 
tidak sadar serta luka luka di bagian kepala lutut, bahu akhirnya 
dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Soekandar Mojosari dengan 
memakai mobil pick up dan setelah sehari semalam korban 
meninggal dunia. Korban memakai sepeda motot Honda Beat 
warna hitam Nomor Polisi S 2675 NO. Saksi tidak mengetahui 
korban memakai helm apa tidak. Saksi juga tidak mengetahui 
ada permasalahan apa tidak dengan terdakwa. Saksi mengetahui 
kalau korban jatuh karena ada yang menendang karena diberitahu 




2) Saksi Luke Suliatin 
Saksi menjelaskan bahwa ia mengenal terdakwa. Pada waktu 
itu saksi sedang berboncengan dengan korban dengan 
menggunakan Honda Beat saat di wonokerto ada terdakwa dan 
teman temannya ada yang berkata kotor kemudian korban 
memblayer sepeda motornya lalu dikejar tetapi hanya terdakwa 
yang terus melakukan pengejaran bersama dengan Saksi Didin 
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Salome sampai didepan makam cina, korban dipepet disebelah 
kanan dan saksi sempat berbicara dengan terdakwa bahwa ini 
aku Luke tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan menendang 
kaki saksi sebelah kanan kemudian sepeda motor oleng ke kiri 
dan jatuh. Saksi mengalami tidak sadar akibat jatuh dan sempat 
dirawat dirumah sakit selama 5 hari karena ada luka dikepala 
yang harus dijahit sedangkan korban meninggal dunia setelah 
sehari semalan dirumah sakit. Saksi dan korban tidak memakai 
helm dan sepeda motor yang ditumpangi saksi maupun sepeda 
motor terdakwa sama sama berkecepatan tinggi/kencang, posisi 
duduk terdakwa adalah yang dibelakang atau yang dibonceng. 
Saksi menerangkan bahwa yang menendang kaki saksi adalah 
yang duduk dibelakang/yang dibonceng.
 4
 
3) Saksi Moh. David 
Saksi menerangkan bahwa ia bersama terdakwa dan 3 
temannya nongkrong dipertigaan. Terdakwa dan Didin Salome 
pamit pergi ke sawah mencari kayu. Kemudian lewat sepeda 
motor berboncengan laki-laki dan perempuan dengan memblayer 
motornya akhirnya saksi serta teman-temannya mengejar tetapi 
akhirnya saksi yang berboncengan dengan saksi Fanani kembali 
ketempat nongkrong dan selang 15 menit datang terdakwa 
                                                          
4
 Ibid., 5. 


































bersama Didin Salome dalam keadaan luka-luka dan oleh 
terdakwa saksi dan teman temannya disuruh bubar.
 5
 
4) Saksi Moch. Samsudin 
Saksi menyatakan bahwa ia bersama terdakwa dan 3 
temannya nongkrong dipertigaan. terdakwa dan Didin Salome 
pamit pergi ke sawah mencari kayu. Kemudian lewat sepeda 
motor berboncengan laki laki dan perempuan dengan memblayer 
motornya akhirnya saksi serta teman temannya mengejar tetapi 
akhirnya saksi yang menggunakan Honda GL kembali ketempat 
nongkrong dan selang 15 menit datang terdakwa bersama Didin 
Salome dalam keadaan luka luka dan oleh terdakwa saksi dan 




5) Saksi M. Yuda Fanani 
Saksi menyatakan bahwa ia bersama terdakwa dan 3 
temannya nongkrong dipertigaan. terdakwa dan Didin Salome 
pamit pergi ke sawah mencari kayu. Kemudian lewat sepeda 
motor berboncengan laki-laki dan perempuan dengan memblayer 
motornya akhirnya saksi serta teman-temannya mengejar tetapi 
akhirnya saksi kembali ketempat nongkrong dan selang 15 menit 
datang terdakwa bersama Didin Salome dalam keadaan luka luka 
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dan oleh terdakwa saksi dan teman-temannya disuruh bubar dan 
kerumah Fanani menuju sawah kemudian tidur dirumah David.
 7
 
6) Saksi Moh. Sholikhudin 
Saksi mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan korban. 
Saksi bersama terdakwa dan temannya nongkrong dipertigaan. 
Saksi bersama terdakwa pamit pergi ke sawah mencari kayu. 
Kemudian lewat sepeda motor berboncengan laki laki dan 
perempuan dengan memblayer motornya akhirnya saksi serta 
teman-temannya mengejar tetapi saksi dan anak nakal mengejar 
lewat jalan pintas sampai di depan makam cina sedangkan 
teman-temannya kembali ketempat nongkrong saksi berusaha 
mendahului dengan kecepatan 90 Km perjam tetapi tidak bisa 
hanya beriringan. Karena kaki terdakwa membuka saat 
beriringan maka mengakibatkan kecelakaan itu.
 8
 
b. Bukti petunjuk 
1) Visum Et Repertum 
Berdasarkan Visum Et Repertum No. 370/2332/416-
211/2013 tertanggal 18 Mei 2013 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Arief Fidianto, dokter pada RSUD Prof. 
Dr. Soekandar Mojosari Mojokerto dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaan: Jenasah laki-laki usia kurang lebih tujuh belas 
tahun, panjang badan seratus enam puluh centimeter, berat badan 
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lima puluh lima kilogram, rambut hitam ikal dua belas 
centimeter kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan 
kepala bagian atas luka lecet, bengkak, di dahi luka robek, lecet, 
bengkak, pelipis sebelah kanan luka lecet dan robek, alis sebelah 
kanan luka lecet, perut sebelah kanan luka lecet, bahu sebelah 
kanan luka memar, lutut sebelah kanan luka lecet, jari ke satu 
kaki sebelah kanan luka lecet, kelainan tersebut disebabkan oleh 




C. Pertimbangan Hakim:  
Dari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, unsur-
unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi. Dakwaan tersebut 
adalah dakwaan primair, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, bahwa 
dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai 
berikut:  
1. Unsur barang siapa: 
Pengertian hukum “barang siapa“ adalah setiap orang yang dalam hal 
ini menjadi subyek hukum. Individu yang melakukan tindak kejahatan 
yang dilarang oleh hukum.  
Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa pada awal persidangan 
telah membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana identitas yang 
                                                          
9
 Ibid., 12. 


































tertuang dalam surat dakwaan. Majelis menilai dan berpendapat bahwa 
unsur “barang siapa“ telah terpenuhi dan terbukti.10 
2. Unsur di muka umum: 
Unsur “di muka umum ” mempunyai pengertian perbuatan tersebut 
dilakukan ditempat umum dimana setiap orang dapat melihatnya. 
Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
serta keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti 
yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan telah ternyata kalau terdakwa Iswantoro alias Bois Bin 
Sumarto bersama dengan temannya telah melakukan kekerasan dengan 
cara bersama-sama menendang saksi korban Luke Suliatin dan korban 
Viky Hendra Kusuma. Tendangan tersebut dilakukan di tempat umum 
Jalan Raya depan Makam Cina, Desa Awang-awang Kecamatan Kutorejo 
Kabupaten Mojokerto, dimana semua orang dapat melihatnya. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sehingga Majelis menilai 
dan berpendapat unsur “dimuka umum“telah terbukti dan terpenuhi.11 
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataubarang 
yang mengakibatkan meninggal dunia 
Unsur “bersama-sama” mempunyai pengertian perbuatan tersebut 
dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang yang mana beberapa 
tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu dalam suatu 
tindakan atau perbuatan. Sedangkan unsur “melakukan kekerasan 
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 Ibid., 10. 
11
 Ibid., 10-11. 


































terhadap orang atau barang“ mempunyai pengertian mempergunakan 
tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap 
seseorang yang mengakibatkan orang menderita luka atau tidak berdaya 
misalnya memukul dengan tangan atau segala macam alat, menendang 
dan sebagainya.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap menurut hasil pemeriksaan 
di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut 
Umum maupun keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang 
bukti yang diajukan di persidangan dan Visum Et Repertum No. 
370/2332/416-211/2013, yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 
18 Mei 2013 oleh dr. Arief Fidianto dokter pada RSUD Prof. Dr. 
Soekandar Mojosari Mojokerto.  
Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal 
dunia“ telah terpenuhi dan terbukti.12 
Dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka perbuatan 
terdakwa yang telah dilakukannya harus dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan hukum pidana yang diterapkan di Indonesia. Dalam perkara ini tidak 
ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat 
menghapuskan pemidanaan karena terdakwa dinilai mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka atas tindak pidana yang 
dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya. 
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 Ibid., 11-12. 


































Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai Direktori Putusan Nomor 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt, beliau menjelaskan bahwa secara normatif tidak 
ada pasal dalam KUHAP yang mengharuskan hakim memutus pemidanaan 
sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan 
dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum, dalam 
hal terdakwa didakwa dengan pasal alternatif,  maka pasal tersebut yang 
unsur-unsurnya terbukti dalam persidangan maka pasal tersebut yang 
digunakan oleh hakim. Apabila jaksa tidak menuntut suatu pasal, hakim 
tetap dapat menggunakannya sepanjang jaksa telah memasukkan pasal 
tersebut kedalam surat dakwaan. Jika jaksa tidak memasukkan pasal tersebut 
dalam surat dakwaan, maka tidak ada pijakan hukum bagi hakim 
menggunakan pasal tersebut untuk menjerat terdakwa. Pada pokoknya kasus 
apapun yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan berkekuatan hukum 
tetap, maka sudah seharusnya masyarakat harus menghormatinya. Karena 





D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor:45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. 
Isi dari putusan tersebut menyatakan terdakwa Iswantoro alias Bois Bin 
Sumarto, selama persidangan telah terbukti secara sah bersalah melakukan 
tindak pidana yaitu “Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian”. 
Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Iswantoro alias 
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 Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, Wawancara, Mojokerto, 21 Maret 2019. 


































Bois Bin Sumarto, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 
(sembilan) bulan. Menetapkan terdakwa untuk menetap dalam penahanan 
dan menyatakan bahwa barang bukti yang berupa: Visum Et Repertum No. 
370/2332/416-211/2013 dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
14
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 Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt, 13-14. 

































ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 
SANKSI PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 
45/PID.SUS/2014/PN.MKT) 
 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan 
Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan 
Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt)  
 
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah semua tindakan yang melawan 
hukum yang berupa tindakan yang membahayakan atau mendatangkan rasa 
sakit pada badan dan/atau anggota badan manusia. Kekerasan terhadap anak 
merujuk pada perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau 
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
1
  
Menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan seorang 
hakim adalah memutus sebuah perkara.
2
 Dalam pasal 50 ayat (1) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan 
bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, 
juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
                                                          
1
 Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
2
 Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara 
Hukum Pancasila  (Bandung: Nusa Media, 2015), 131. 

































bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili.”3 Dalam hal ini hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan sebuah 
perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan kewenangan mengadili yaitu  
“menegakkan hukum” dan “memberikan keadilan”.4 
Dalam perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 
45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt tentang tindak pidana kekerasan anak terhadap anak 
sebaya hingga mengakibatkan kematian dengan terdakwa Iswantoro alias Bois 
bin Sumarto, hakim memiliki beberapa pertimbangan yang dipaparkan untuk 
memutus perkara ini, yaitu: 
1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pada pasal 170 ayat (2) ke 3 
KUHP yang berbunyi “Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, 
jika kekerasan mengakibatkan maut : Barangsiapa yang dimuka umum 
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” Yang 
penjelasannya sebagai berikut: 
a. Barang siapa: 
Pengertian hukum “barang siapa“ adalah setiap orang yang dalam 
hal ini menjadi subyek hukum. Individu yang melakukan tindak 
kejahatan yang dilarang oleh hukum.  
Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa pada awal persidangan 
telah membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana identitas yang 
                                                          
3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
4
 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen 
Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana  (Bandung: Alfabet, 2013), 19. 

































tertuang dalam surat dakwaan. Majelis menilai dan berpendapat bahwa 
unsur “barang siapa“ telah terpenuhi dan terbukti.5 
b. Di muka umum: 
Unsur “di muka umum ” mempunyai pengertian perbuatan tersebut 
dilakukan ditempat umum dimana setiap orang dapat melihatnya. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa 
keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta 
keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang 
diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan telah ternyata kalau terdakwa Iswantoro alias Bois Bin 
Sumarto bersama dengan temannya telah melakukan kekerasan dengan 
cara bersama-sama menendang saksi korban Luke Suliatin dan korban 
Viky Hendra Kusuma. Tendangan tersebut dilakukan di muka umum 
Jalan Raya depan Makam Cina, Desa Awang-awang Kecamatan 
Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dimana semua orang dapat melihatnya. 




c. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang 
yang mengakibatkan meninggal dunia: 
Unsur “bersama-sama” mempunyai pengertian perbuatan tersebut 
dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang yang mana 
beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu 
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 Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt, 10. 
6
 Ibid., 10-11. 

































dalam suatu tindakan atau perbuatan. Sedangkan unsur “melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang“ mempunyai pengertian 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara 
tidak sah terhadap seseorang yang mengakibatkan orang menderita luka 
atau tidak berdaya misalnya memukul dengan tangan atau segala macam 
alat, menendang dan sebagainya.  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap menurut hasil pemeriksaan 
di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 
Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa sendiri dihubungkan 
dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Visum Et 
Repertum No. 370/2332/416-211/2013, yang diperiksa dan 
ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2013 oleh dr. Arief Fidianto dokter 
pada RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari Mojokerto.  
Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal 
dunia“ telah terpenuhi dan terbukti.7 
Dari paparan di atas maka seluruh unsur yang ada dalam dakwaan 
primair dari penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya, sebagaimana 
yang ada dalam dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum terdakwan 
dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana kekerasan.  
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 Ibid., 11-12. 

































2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa 
Sebelum majelis hakim menjatuhkan suatu hukuman bagi terdakwa, 




a. Hal-hal yang memberatkan: 
1) Terdakwa tersebut tidak mengakui perbuatannya. 
2) Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban 
Viky Hendra Kusuma meninggal dunia. 
3) Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat. 
b. Hal-hal yang meringankan: 
1) Terdakwa tersebut bersikap sopan selama persidangan. 
2) Terdakwa tersebut belum pernah dihukum. 
3) Terdakwa tersebut masih berusia muda dan diharap dapat 
memperbaiki kelakuannya. 
4) Terdakwa akan bersekolah lagi. 
3. Barang Bukti 
Barang bukti diajukan kepersidangan berupa Visum EtRepertum No. 
370/2332/416-211/2013, yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 
18 Mei 2013 oleh dr. Arief Fidianto dokter pada RSUD Prof. Dr. Soekandar 
Mojosari Mojokerto. 
4. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
9
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 Ibid., 13. 

































Kewajiban suatu pengadilan adalah untuk menegakkan hukum dengan 
seadil-adilnya, hak-hak dari terdakwa harus dilindungi, saksi, dan korban 




Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui:
11
 
1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. 
2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 
dan untuk menghindari labelisasi. 
3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik 
fisik, mental, maupun sosial, dan 
4) Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara.  
 
Dari paparan penulis di atas, penulis mempunyai pendapat yaitu majelis 
hakim dalam memutus suatu perkara tidak memperhatikan adanya  asas lex 
spesialis derogat lex generalis yaitu dengan tidak menjadikan Undang-undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar memutus 
perkara, padahal sudah dijelaskan pada pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi 
“apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus 
itulah yang dikenakan.” Dalam putusannya hakim memutus pada pasal 170 
ayat (2) ke 3 KUHP, menurutnya dalam pasal ini unsur-unsur pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa telah terbukti dan terpenuhi. Penulis berpendapat 
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 Ibid., 14. 
10
 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kuta waringin, Dikresi Hakim. ., 138. 
11
 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

































bahwa seharusnya hakim tidak hanya melihat hal-hal yang meringankan saja 
tetapi seharusnya hakim juga harus melihat hal-hal yang memberatkan dalam 
perkara ini karena akibat yang sudah ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. 
Adanya hukuman yang ada ditengah-tengah masyarakat adalah bertujuan 
untuk pelaku kejahatan dan masyarakat, hukuman yang dijatuhkan kepada diri 
pelaku bukan semata-mata pembalasan melainkan untuk memberikan 
kesadaran bagi para pelaku supaya dapat menyadari kesalahannya agar tidak 
terulang dikemudian hari serta menjadi bentuk larangan bagi individu lainnya 
agar tidak melakukan tindak kejahatan.  
 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pertimbangan Hukum Hakim 
Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak 
Sebaya Hingga Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 
45/Pid.Sus/2014/PN.Mkt) 
 
Perbuatan seseorang bersalah atau tidaknya dalam suatu tindak pidana 
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
12
 
1. Adanya tindak pidana yang dilakukan. 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum. 
3. Terbukti tindak pidananya dan harus dipertanggungjawabkan. 
4. berlawanan dengan hukum. 
5. Adanya aturan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut. 
Islam adalah agama rahmatan lil’alamin dimana dalam setiap 
memutuskan sebuah hukum selalu mengutamakan prinsip keadilan. Dalam 
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 R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia  (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), 159-160. 

































Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam memutuskan 
sebuah perkara, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dan tidak 
memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Hal tersebut berdasarkan 
firman Allah dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 8: 
ََٰٚيَػ ًٍ ْ٘ َق ُ آََْش ٌْ ُنٍََّ ِشْجَٝ اَىَٗ  ۖ ِطْضِقْىاِت َءاَذَٖ ُش ِٔ َّيِى َِ ٍِٞ اَّ َق اُُّ٘٘م اٍَُْ٘ آ َِ ِٝزَّىا اَٖ َُّأ اَٝ َ٘ ُٕ  اُ٘ىِذْػا ۚ اُ٘ىِذْؼَت اَّىَأ 
َّتاَٗ  ۖ ََٰٙ٘ ْقَّتيِى ُبَشْقَأَُ ُ٘يَ ْؼَت اَ ِت ٌشِٞثَخ َٔ َّيىا َّ ِإ ۚ َٔ َّيىا اُ٘ق 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
 
Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum 
harus dilakukan dengan benar dan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan 
tanpa memandang siapa pelakunya. Hukum tidak boleh bersifat tebang pilih 
karena semua sama dihadapan hukum. Hukum harus berlandaskan pada 
keadilan. Siapapun yang menjadi saksi harus memberikan kesaksian dengan 
benar adil tanpa memandang siapapun, serta sifat kebencian terhadap yang 
lain tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat adil. 
Dalam perkara ini, seseorang terdakwa yang bernama Iswantoro alias 
Bois Bin Sumarto terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 170 
ayat (2) ke 3 KUHP, yaitu terdakwa melakukan perbuatan kekerasan pada 
temannya Viky Pratama dengan menendang paha kanan saksi Luke Suliatin 
yang dibonceng oleh korban Viky Pratama hingga menyebabkan sepeda motor 

































yang dikendarai korban Viky Pratama bersama saksi Luke Suliatin oleng 
terjatuh yang mengakibatkan korban Viky Pratama meninggal dunia. 
Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang 
berlaku dan berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP diancam dengan 
pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan pada fakta yang 
terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah 
mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur hukum pidana islamnya sudah 
terpenuhi.  
Menurut penulis, hukuman bagi jari<mah kekerasan ini adalah hukuman 
ta’zi<r dan qis{a>s{ seperti kasus kekerasan pada umumnya. Berdasarkan 
kepastian hukum (normatif) sanksi dalam putusan nomor 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt tentang kekerasan anak terhadap anak sebaya hingga 
mengakibatkan kematian sejalan dengan hukum pidana Islam, dimana 
penetapan sanksi bagi terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang bagi majelis 
hakim dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk tujuan-tujuan 
penjatuhan sanksi yaitu untuk pencegahan serta pendidikan. Hal ini sesuai 
dengan hukuman ta’zi<r dalam tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan 
kematian yaitu wewenang sepenuhnya dilimpahkan kepada hakim.  
Dasar hukuman ta’zi<r untuk pembunuhan telah diatur dalam al-Quran, 
yaitu: 

































 ِطْؼ َت ِْ َػ َكُْ٘ ِت ْف َٝ  ُْ َأ  ٌْ ُٕ ْس َز ْحا َٗ  ٌْ ُٕ َء ا َ٘ ْٕ َأ  ْغ ِثَّت َت ا َى َٗ  ُٔ َّي ى ا َه َز ّْ َأ  اَ ِت ٌْ ُٖ َْ ْٞ َت  ٌْ ُن ْح ا ُِ َأ َٗ
ِت٘ ُّ ُر  ِطْؼ َث ِت ٌْ ُٖ َثٞ ِص ُٝ  ُْ َأ  ُٔ َّي ى ا ُذٝ ِش ُٝ  ا َ َّ َأ  ٌْ َي ْػا َف ا ْ٘ َّى َ٘ َت ُْ ِئ َف  ۖ  َل ْٞ َى ِإ  ُٔ َّي ى ا َه َز ّْ َأ  ا ٍَ ۗ  ٌْ ِٖ
َُ ٘ ُق ِصا َف َى  ِساَّ ىا َِ ٍِ  ا ًشٞ َِ َم َّ ِإ َٗ 
“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut 
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan 
mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka 
memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan 
Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 
diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 
berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian 
dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang 
yang fasik.” (QS Al-Maidah: 49) 
 
Dalam hal ini, hakim tidak sesuai menerapkan hukuman ta’zi<r yang ada 
pada hukum pidana Islam, karena sanksi ta’zi<r yang diberikan yaitu berupa 
hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dalam hal ini hakim kurang adil 
dalam memutuskan suatu hukuman hakim hanya melihat dari hal-hal yang 
meringankan saja padahal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membuat 
orang lain meninggal dunia. 
Dasar hukuman qis{a>s{ untuk pembunuhan telah diatur dalam al-Quran, 
yaitu: 
 ِذ ْث َؼ ْى ا ِت ُذ ْث َؼ ْى ا َٗ  ِّش ُح ْى ا ِت ُّش ُح ْى ا ۖ  ٚ َي ْت َق ْى ا ٜ ِف ُصاَص ِق ْى ا ٌُ ُن ْٞ َي َػ َة ِت ُم اُْ٘ ٍَ آ َِ ٝ ِز َّى ا ا َٖ ُّ َأ  ا َٝ
 ٌعا َثِّتا َف ٌء ْٜ َش ِٔ ٞ ِخ َأ  ِْ ٍِ  ُٔ َى  َٜ ِف ُػ ِْ َ َف  ۚ  ََٰٚ ّْ ُؤ ْى ا ِت ََٰٚ ّْ ُؤ ْى ا َٗ ِٔ ْٞ َى ِإ  ٌءا َد َأ َٗ  ِفٗ ُش ْؼَ ْى ا ِت
ٌ ٞ ِى َأ  ٌبا َز َػ ُٔ َي َف  َل ِى َٰ َر  َذ ْؼ َت َٰٙ َذ َت ْػا ِ َ َف ۗ  ٌح َ ْح َس َٗ  ٌْ ُنِّت َس ِْ ٍِ  ٌفٞ ِف ْخ َت َل ِى َٰ َر  ۗ  ٍُ ا َض ْح ِئ ِت 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 
(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan 

































suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka 
baginya siksa yang sangat pedih.” (QS Al-Baqarah: 178). 
 
Qis{a>s{ wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh 
wali korban. Dalam kasus ini wali korban tetap menuntut terdakwa dan tidak 
ingin berdamai karena terdakwa telah sengaja melakukan kekerasan yang 
mengakibatkan anaknya meninggal. Jadi, hukuman qis{a>s dalam kasus ini 
sudah sesuai karena terdakwa tidak membayar ganti rugi (diya>t) dan wali 
korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa. Para ulama mazhab sepakat 
bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qis{a>s{. 
Apabila pelaku dan korban sudah berdamai dalam arti keluarga korban sudah 
memaafkan, maka akan dikenakan hukuman ta’zi<r. Hukuman ini dijatuhkan 
apabila korban memaafkan terdakwa secara mutlak. Qis{a>s{ itu disamping 
haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, hak masyarakat secara 
umum. Adapun bentuk ta’zi<rannya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.  



































Kesimpulan yang akan penulis paparkan sesuai dengan penjelasan di 
atas, yaitu: 
1. Hakim menjatuhkan hukuman selama 9 (sembilan) bulan penjara dalam 
putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt 
tentang tindak pidana kekerasan anak terhadap anak sebaya hingga 
mengakibatkan kematian berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan 
karena terdakwa masih di bawah umur dan akan bersekolah lagi. Dalam 
hal ini, hakim memilih untuk menggunakan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP 
sebagai lex generalis dibanding pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai lex spesialis. 
2. Sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 
45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt di atas tidak sesuai dengan hukum pidana Islam 
karena seharusnya hakim menjatuhkan sanksi jari<mah qis{a>s bukan jari<mah 
ta’zi<r sebab terdakwa tidak melakukan ganti rugi kepada keluarga korban. 
Selain itu, dalam hal ini hakim juga kurang adil karena hanya melihat hal-
hal yang meringankan saja, padahal perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa sangat merugikan yakni membuat orang lain meninggal dunia. 
 
 


































Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat 
beberapa saran diantaranya: 
1. Kepada aparat penegak hukum, terutama yang berprofesi sebagai hakim, 
harus mempertimbangkan asas lex spesialis derogat lex generalis sesuai 
dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang ada. Sebelum memutuskan perkara di Pengadilan 
lebih baik harus melihat fakta yang ada dalam persidangan secara 
keseluruhan agar dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa. 
2. Para orang tua diharapkan harus lebih waspada dalam menjaga dan 
melindungi anak-anak mereka dari berbagai bentuk kekerasan yang 
menghambat pertumbuhan anak bahkan yang mengakibatkan kematian 
karena Islam sendiri sangat melarang bentuk kejahatan-kejahatan yang 
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